Menimbang :

Mengingat

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 800 / 287 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN DEWAN PENGARAH PEMBELAJARAN

a.

SUKOHARJO CORPORATE UNIVERSITY

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Sistem
Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Secara Terintegrasi Melalui Sukoharjo Corporate University,
perlu membentuk Dewan Pengarah Pembelajaran Sukoharjo
Corporate University;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran
Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate
University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 617)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara Secara Terintegrasi Melalui Sukoharjo Corporate
University (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Dewan Pengarah Pembelajaran Sukoharjo Corporate
University, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah Pembelajaran
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan Pengembangan
Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan atau rencana
strategis Daerah dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
Daerah;

b. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi
yang sesuai dengan arah kebijakan atau rencana strategis
Daerah dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Daerah;



-3-
c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi Daerah;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Sukoharjo Corporate
University; dan

e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, NIP. 19790801 200501 2 010
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Dewan Pengarah Pembelajaran yang
bersangkutan.




Lampiran

Nomor

: Keputusan Bupati Sukoharjo

: 800/287 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Mei 2026

SUSUNAN DEWAN PENGARAH PEMBELAJARAN
SUKOHARJO CORPORATE UNIVERSITY

KEDUDUKAN
NO. NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Ketua Bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan

2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sekretaris Bertanggung jawab pada
Sukoharjo bidang kesekretariatan

3. | Asisten Pemerintahan dan Anggota Bertanggung jawab sesuai
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris bidang tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

4. | Asisten Perekonomian dan Anggota Bertanggung jawab sesuai
Pembangunan Sekretaris Daerah bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

5. | Asisten  Administrasi Umum Anggota Bertanggung jawab sesuai
Sekretaris Daerah Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo

6. | Kepala Badan  Perencanaan Anggota Bertanggung jawab sesuai
Pembangunan Riset dan Inovasi bidang tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

7. | Kepala Badan Kepegawaian dan Anggota Bertanggung jawab sesuai
Pengembangan Sumber Daya bidang tugasnya
Manusia Kabupaten Sukoharjo

8. | Kepala Bagian Organisasi Anggota Bertanggung jawab sesuai
Sekretariat Daerah Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI
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